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ABSTRAK

Kemiskinan merupkan salah satu permasalahan sosial yang sudah menjadi satu
permasalahan sosial yang sudah menjadi permasalahan global di hamper semua
Negara, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan sendiri juga disebabkan oleh
berbagai faktor yang tidak jauh berbeda dengan pengangguran. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di
Kabupaten Karangasem. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karangasem.
Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS
Provinsi Bali. Data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data time series yang dimulai tahun 1999 hingga tahun 2014. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda.
Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa PDRB dan pendidikan berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Serta pengangguran berpengaruh
positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Kata Kunci: PDRB, pengangguran, pendidikan, kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is one of the social problems that have become a social problem that
has become a global problem in almost all countries, including Indonesia.
Poverty itself is also caused by a variety of factors that are not much different
from the unemployed. The purpose of this study was to determine the factors that
affect poverty in Karangasem regency. This research was conducted in
Karangasem regency. Data collected through the documents contained in the
BPS Bali. The data used in this research is secondary data is data time series
that began in 1999 until 2014. The analysis technique used in this research is
multiple linear regression. Based on the analysis result that the GDP and
education have negative and significant effect of on poverty. Unemployment as
well as have a positive effect on poverty in Karangasem regency.

Keywords: GDP, unemployment, education, poverty
PENDAHULUAN

Setiap daerah mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/ kota diharapkan
mampu menggali potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan pendapatan

daerah sekaligus mampu menangani setiap masalah yang timbul sebagai dampak
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aktivitas pembangunan. Pengenalan terhadap potensi daerah, baik yang bisa digali
sebagai kekuatan atau keunggulan maupun yang berpotensi sebagai kendala atau
kelemahan merupakan masukan yang sangat berharga guna merancang strategi
untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat
kompleks dan harus segera mendapat formula yang tepat agar dapat
terurai.Indonesia sebagai Negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk
yang besar tidak dapat terhindar dari masalah tersebut.Ini dibuktikan dengan
jumlah penduduk miskin yang begitu besar, yang mayoritas tinggal di daerah
pedesaan yang sulit untuk diakses.Kemiskinan dapat diartikan sebagai dimana
seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
dikarnakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan
yang diperoleh.

Kemiskinan merupakan konsep multi dimensi tentang kesejahteraan
manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran misalnya
pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Disisi lain jebakan kemiskinan yang
membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidak berdayaan telah
menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah
satu isu sentral dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang
dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000.

Salah satu generalisasi yang paling sahih mengenai penduduk miskin
adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah

pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan-
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kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Para
ahli ekonomi pembangunan mulai mengukur tingkat kemiskinan di dalam suatu
negara dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan suatu batasan
yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang lain
juga menyangkut keterbelakangan manusia dalam pengembangan sumber daya
alam.

Penyebab dan terjadinya penduduk miskin dinegara yang
berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat
kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.Kemiskinan yang
menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya
dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam
diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat
pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan

produktivitas yang rendah.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu
mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan
minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami
sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan
hidup. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena
kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan

pendidikan yangdapat diterima (acceptable).
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Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan
pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak
memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan
mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak
dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan,
kesehatandan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan
masalah kemiskinan. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk
menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun (Ashcroft
dan David, 2008).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bali (2015),
menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2014 mengalami
fluktuasi dengan jumlah terbanyak berada dipedesaan. Penyebab kemiskinan
berlandaskan pada teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) Arsyad
(2003). Masyarakat miskin umumnya memiliki masalah dalam mendapatkan
kesempatan kerja dan usaha, terbatasnya peluang mengembangkan usaha,
perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya
perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan (Astrini,
2013). Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling
mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu kondisi
dimanasebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalamibanyak kesulitan
untuk mencapai tingkat pembangunanyang lebih tinggi. Mengatasi masalah
kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah

pengangguran, pendidikan, kesehatandan masalah-masalah lain yang secara
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eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain,
pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan

terkoordinasi dan terintegrasi.

Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling
mempengaruhi satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana
sebuah Negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk

mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Tabel 1.Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Karangasem Tahun 1999-

2014
Tahun Presentase (%)
1999 6,72
2000 6,05
2001 6,21
2002 8,55
2003 7,82
2004 6,51
2005 7,67
2006 9,42
2007 8,95
2008 7,67
2009 6,37
2010 7,95
2011 6,43
2012 5,63
2013 6,88
2014 7,30

Sumber BPS BALI, 2015

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), pengangguran, pendidikan, inflasi, upah minimum,
jumlah tenaga kerja. Namun faktor-faktor yang lebih sering terjadi terhadap
kemiskinan yaitu Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB), pengangguran, dan
pendidikan. Indeks harapan hidup digambarkan melalui data angka harapan hidup,
sedangkan indeks pendapatan digambarkan melalui kemampuan daya beli
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masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata
besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili
capaian pembangunan untuk hidup layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu
PDRB. PDRB merupakan salah satu indikator-indikator pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang
dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu perode
(Hadi Sasana, 2006). Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah yang penting
bagi setiap negara di dunia terlepas dari struktur ekonomi negara tersebut (Alp
Ozel et al, 2013). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula
potensi sumber penerimaan daerah tersebut. PDRB dapat menggambarkan
kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh
karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat
bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan tema
sentral dalam kehidupan ekonomi semua Negara di dunia dewasa ini. Pemerintah
di Negara manapun dapat segera jatuh dan bangun berdasarkan tinggi rendahnya
tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada hakekatnya pembangunan adalah suatu
proses perubahan menuju kearah yang lebih baik dan terus menerus untuk
mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan,
berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
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Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB
(Produk Domestik Regional Bruto).Pembangunan harus diarahkan sedemikian
rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Menurut Pantjar
Simatupang dan Saktyanu K (2003), Pembangunan harus dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungansesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing
daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan
melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah
satu indikator utama keberhasilan pembangunannasional adalah laju penurunan
jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin
merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen
pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihansektor titik berat
atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan
jumlah penduduk miskin.

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat
pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ketahun. PDRB atas dasar harga
konstan digunakan untuk menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai
dasar.PDRB atas dasaf harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran
dan struktur rkonomi,sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB merupakan gambaran dan rata-
rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun disuatu

wilayah/daerah. Sedangkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan
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Pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB
berdasarkan dengan kemiskinan merupakan indicator untuk melihat keberhasilan
pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengangguran tingkat
kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi
tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan
pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti
pertumbuhan itu diperlukan terjadi disektor-sektor dimana penduduk miskin
bekerja yaitu sector pertanian atau sektor yang padat kerja. Adapun secara
langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat
pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sector modern seperti jasa yang padat
modal (Siregar dan Wahyuniarti,2008).

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah
kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih
kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan
masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Apabila tingkat
pertumbuhan ekonomi negatif maka kegiatan perekonomian mengalami
penurunan, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi positif dapat dikatakan kegiatan
perekonomian meningkat (Erawati,2010). Sehingga menurunnya PDRB suatu
daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat

pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa
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merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang

yang berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi
mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat
pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun
yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu
pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati
hasilnya.

Menurut Mudrajad Kuncoro (1997) pendekatan pembangunan tradisional
lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan
PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota. Menurut Kuznet (dikutip dari Tulus
Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat
kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung
meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang
miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator
untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan
(necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan.

Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut
efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut
hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan
penduduk miskin (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007). Selama tahun
1999-2014 Kabupaten Karangasem mengalami perkembangan PDRB atas dasar

harga konstan yang dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten
Karangasem tahun 1999-2014

Tahun Jumlah (Juta Rp) Perkembangan (%)
1999 524.520,42 -
2000 537.461,93 4,30
2001 552.669,27 3,39
2002 569.077,58 3,91
2003 568.236,89 2,59
2004 1.366.090,41 2,47
2005 1.436.224,88 3,75
2006 1.505.163,65 3,34
2007 1.583.407,93 3,45
2008 1.663.749,20 3,20
2009 1.747.169,48 3,01
2010 1.836.131,65 2,91
2011 1.931.438,83 2,82
2012 2.002.149,18 2,63
2013 2.042.135,04 2,48
2014 2.482.884,77 2,53

Sumber: BPS BALLI, 2015

Berdasarkan Tabel 2 perkembangan PDRB dasar nilai konstan dari
tahun1999-2014 meningkat draktis. Dapat diketahui bahwa rata-rata
perkembangan PDRB atas nilai konstan yang tertinggi pada tahun 2011sebesar
1.931.438,83 juta rupiah dengan presentase 2,82%. Sedangkan nilai konstan yang
terendah pada tahun 1999 sebesar 524.520,42 juta rupiah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi memainkan peran dalam strategi dan
kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan memberikan tanggung jawab
pengeluaran ke tingkat pemerintahan (Sudewi, 2013). Kebijakan pertumbuhan
perlu dilengkapi dengan intervensi khusus dalam mendukung orang miskin,
sementara stabilitas makroekonomi dan politik dan pemerintahan yang baik
dianggap sebagai prasyarat untuk pengentasan kemiskinan (Steiner,2005).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan salah satunya pengangguran.
Pengangguran adalah keadaan dimana seseorang yang sudah tergolong sebagai

angkatn kerja dan ingin untuk bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan
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(Wijayanti, 2014). Seorang angkatan kerja yang tidak aktif mencari pekerjaan
tidak digolongkan sebagai penganggur. Kekurangan pengeluaran angregat adalah
satu faktor utama yang meyeebabkan tingginya angka penagngguran (Mahayana,
2014). Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatankerja atau para
pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang
mampumenyerapnya (Prayuda,2016). Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri
sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang hidup dalam garis ekonomi
menengah kebawah, dan umumnya mereka berasal dari desa yang berbondong-
bondong pergi kekota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan dan hidup yang

layak dengan kemampuan mereka yang pas-pasan.

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Karangasem Tahun 1999-

2014
Tahun Tingkat Pengangguran (%)
1999 2,60
2000 2,72
2001 2,78
2002 2,80
2003 2,97
2004 2,34
2005 2,32
2006 2,82
2007 3,30
2008 3,20
2009 3,32
2010 2,82
2011 1,99
2012 1,34
2013 1,34
2014 1,30

Sumber: BPS BALI, 2015

Berdasarkan Tabel 3 tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten

Karangasem dari tahun ketahun menurun.Dimana dapat dilihat dari tahun 1999
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sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Tingkat pengangguran yang sangat
tinggi terjadi pada tahun 2007 vyaitu sebesar 3,30%, sedangkan tingkat
pengangguran terendah pada tahun 2014 yaitu 1,30%.

Meningkatnya kemiskinan suatu negara menjadi salah satu dampak
terbesar dari tingginya tingkat pengangguran,semakin banyak pengangguran maka
semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di suatu negara. Hal itulah yang terjadi di
Indonesia dewasa ini pengangguran yang semakin tinggi membuat pendapatan
rendah bahkan mungkin tidak ada pendapatan. Hal itu juga membuat sebagian
dari mereka yang pengangguran mengambil jalan pintas sebagai sarana

menyambung hidup.

Maka dari itu pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki
hubungan yang sangat erat dalam masyarakat hingga saat ini terutama Indonesia.
Karena dengan meningkatnya pengangguran secara otomatis tingkat kemiskinan
di negeri ini juga akan menyebabkan beberapa perilaku menyimpang seperti

tingkat kriminalitas yang tinggi dan beberapa masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, harus mengupayakan agar usaha perluasan lapangan
kerja dan pengentaskan kemiskinan ini dapat digalang menjadi tekad politik yang
besar dan bulat sebagaimana kita pernah menggalang tekad serupa mencapai

sembada pangan.

Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus — menerus tentunya
akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan

rakyat (Hadi Hasana, 2009), jika hal ini tidak dengan cepat diatasi maka akan

608



menyebabkan masalah kesejahteraan dan kerawanan sosial yang nantinya
berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012). Pengangguran dan
kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat
hingga saat ini terutama Indonesia. Karena dengan meningkatnya pengangguran
secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan menyebabkan beberapa
perilaku menyimpang seperti tingkat kriminalitas yang tinggi dan beberapa

masalah sosial lainnya.

Pengentaskan kemiskinan ini dapat digalang menjadi tekad politik
yang besar dan bulat sebagaimana kita pernah menggalang tekad serupa mencapai
sembada pangan. Pengangguran dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara
misalnya menurut wilayah geografis, jenis pekerjaan dan alasan mengapa orang
tersebut menganggur. Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri sangat erat
kaitannya dengan masyarakat yang hidup dalam garis ekonomi menengah
kebawah, dan umumnya mereka berasal dari desa yang berbondong-bondong
pergi kekota-kota besar untuk mendapatkan penghasilan dan hidup yang layak

dengan kemampuan mereka yang pas-pasan.

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan adalah pendidikan. Secara
umum pendidikan dapat diartikan sebagai upaya menuntun anak sejak lahir untuk
mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam dan
lingkungannya. Pendidikan sangat penting bagi setiap anak bangsa, karena dengan
ilmu yang didapatnya, seorang anak mampu mepertahankan hidupnya.Pendidikan

sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa (Iswara, 2014). Namun, biaya yang
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mahal justru sangat menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia. Hal ini
dikarenakan kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat indonesia
termasuk rendah, atau dengan kata lain masih banyak orang miskin di negara
indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan
yang mereka terima rata- rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem bisa dilihat
pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karangasem tahun 1999-2014

Tahun Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
1999 6,70
2000 6,65
2001 6,95
2002 6,82
2003 6,42
2004 6,30
2005 9,86
2006 9,75
2007 9,86
2008 10,31
2009 11,25
2010 11,80
2011 12,60
2012 12,75
2013 12,85
2014 12,90

Sumber: BPS BALI, 2015

Berdasarkan Tabel 4 bisa dilihat dari tahun ketahun rata-rata lama sekolah
naik turun. Bisa dilihat pada tahun 2001 lama sekolah menurun yaitu 6,95 tahun,
sedangkan pada tahun 2006 lama sekolah meningkatn secara tajam yaitu
9,75tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan
keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan
produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan

memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Sehingga
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perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang
bersangkutan. Pada tahun 1999-2004 banyak anak-anak yang tamat sampai
tingkat SD (Sekolah Dasar), sedangkan dari tahun 2005-2014 bayak anak-anak
yang tamat SD,SMP dan SMA. Karena pada tahun 2002 terjadinya bom Bali
pertama.Karena banyak penduduk/ masyarakat di keluarkan karena terjadinya
pengurangan karyawan. Maka dari itu orang tua mereka tidak mampu membiayai
sekolah mereka. Oleh karena itu, banyaknya penduduk yang tidak tamat Sekolah
Dasar banyak mencari pekerjaan untuk membiayai hidup mereka.

Dampak kemisikinan terhadap pendidikan sangat besar. Jika kemiskinan
tidak segera diatasi maka untuk mencapai pendidikan yang bermutu sangat sulit,
karena di zaman yang modern seperti sekarang ini persaingan sangat ketat, segala
sesuatu membutuhkan sumber daya yang berkualitas dan mampu bersaing.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :
Untuk mengetahui pengaruh Produk Dosmetik Bruto (PDRB), pengangguran dan
pendidikan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.
Untuk mengetahui pengaruh Produk Dosmetik Bruto (PDRB), pengangguran dan
pendidikansecara parsial terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Pada umumnya, permasalahan  mengenai
pendidikan dan kemiskinan di negara berkembang hampir serupa. Umunya,
negara-negara ini menghadapi dilema; apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih
dahulu dipacu ataukah pendidikan yang lebih baik. Persoalan ini sukar dijawab,

sehingga ia lebih merupakan sebuah lingkaran setan (vicious circle).
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Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena
pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu
dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya
martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai
masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan
upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh
pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda
terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan
sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi,
demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam
mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya.
Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin
selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep
learning society adult education experience yang berupa pendidikan luar sekolah,
kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau
bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah
negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan
sebaliknya.

METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karangasem, Kkarena
Karangasem Kabupaten yang sangat terkenal dengan penduduk miskin .Data-data

yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang terkait
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dengan obyek-obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis
regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Produk Domestic Regional
Bruto(PDRB), pengangguran, dan pendidikan terhadap kemiskinan rumah tangga
di Kabupaten Karangasem, baik secara simultan maupun parsial periode 1999-
2014. Pengolahan data menggunakan program aplikasi software SPSS 13.0 For
Windows. Menurut Gujarati (2006:91), persamaan linier berganda dapat

dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

Y =0t BrXy+ BaXo F BaXat i Q)
Keterangan:

Y = Kemiskinan Di Kabupaten Karangasem

X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X, = Pendidikan

X3 = Pengangguran

M = Variabel Pengganggu

a = Faktor intersep yang menggambarkan pengaruh rata-rata semua variabel lain

yang tidak dimasukkan dalam model
B1... B3 = Koefisien regresi dari masing-masing X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan model regresi variabel terikat dan bebas diatas adalah sebagai

berikut

Y  =8,3962103 - 0,0000015(X;) + 0,1402620(X>) - 0,1966188(Xs)
Sb; =(0,73086) (0,0000005)  (0,0648024)  (0,18884862)
i =(11,488) (-0,3177) (2,164) (0,1043)
Sig = (0.000) (0,008) (0,051) (0,317)
R> =0,548

F  =4,854, nilai p-value = 0,019

Dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil Fpiwng= 4,858
dan Fuaper= 3,49. Oleh karena itu Friwng > Frabe,maka Ho ditolak dan Hi diterima.
Hal ini berarti PDRB,Pengangguran, dan pendidikan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Hasil ini didukung
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oleh nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,548 yang memiliki arti bahwa 54,8
persen variasi naik turunnya kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB, pengangguran,
dan pendidikan, sementara sisanya dipengerahi oleh faktor-faktor yang tidak
dijelaskan dalam model.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di
Kabupaten Karangasem

Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa nilai thiwng Sebesar -3.177 <
-1,782 maka, Ho ditolak. Ini berarti PDRB secara parsial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Kuznet (dikutip dari Tulus
Tambunan, 2001), yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan
mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses
pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati
tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.Dapat
dismpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bila
PDRB meningkat maka kemiskinan menurun, dan sebaliknya jika PDRB menurun
maka kemiskinan meningkat.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya
memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga
mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses
pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara, dalam ilmu ekonomi
dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan

ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan.
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Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan
masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga
menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah
tangga.

PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu indicator guna melihat
keberhasilan pembangunan perekonomian disuatu wilayah. PDRB adalah nilai
bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi
di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu

daerah mengelola sumber daya alam yang dimiliknya.

Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing
daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dn factor produksi
daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyedian factor-faktor tersebut
menyebabkan besaran PDRB Dbervariasi antar daerah. Penghitungan PDRB

dilakukan atas dasr harga berlaku dan harga konstan dengan tujuan berbeda.

Pengaruh Pengangguran Terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem
Berdasarkan nilai thiung Sebesar 2,164>tipe 1,782 maka Ho ditolak, hal ini
berarti pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemiskinan di Kabupaten Karangasem.
Ada hubungan erat antara tinggiya tingkat pengangguran,

luasnyakemiskinan. Bagi sebagian besar mereka yang tidak mempunyai pekerjaan
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tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part-time) selalu berada diantara kelompok
masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di
sector pemerintahdan swasta biasanya termasuk di antara kelompok masyarakat
kelas menengah ke atas (Arsyad, 2004:289)

Teori lingkaran setan menggambarkan rendahnya produktivitas sebagai
salah satu sebab kemiskinan. Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat
produktivitas seorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas
sama sekali. Hal ini karena pengangguran tidak memiliki suatu pekerjaan
untukmenghasilkan upah ataupun gaji.Padahal sebagaian besar rumah tangga
bergantungan dari gaji/upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka.

Pengangguran ini lebih sering terjadi pada kelompok masyarakat
berpendapatab rendah sehingga mereka harus hidup di bawah gari kemiskinan.
Factor ini diekspetasikan akan menyebabkan hubungan yang signifikan dan
berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain semakin banyak
pengangguran akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan (Dicky, dkk.,
2013). Jadi hubungan penganggurandengan kemiskinan adalah postif artinya bila
pengangguran naik maka kemiskinan juga naik dan sebaliknya.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Karangasem

Berdasarkan nilai thiung Sebesar -1,043 > -1,782 maka Ho diterima.Ini
berarti pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan di Kabupaten Karangasem.
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Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena
pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu
dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya
martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai
masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan
upaya mencerdaskan bangsa.

Tidak terkecuali, keadilan dalam memperoleh pendidikan harus
diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk
mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai
kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan
diri, maupun kemandirian.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi
kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan
informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku
kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep
learning society adult education experience yang berupa pendidikan luar sekolah,
kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau
bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah
negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan
sebaliknya.

Pendidikan nonformal perlu mendapatkan prioritas utama dalam
mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya.

Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin
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selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep
learning society adult education experience yang berupa pendidikan luar sekolah,
kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau
bimbingan, dan latihan. Jadi hubungan pendidikan terhadap kemiskinan adalah
negative dengan ini bila pendidikan meningkat maka kemiskinan menurun dan

sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PDRB, pengangguran, dan
pendidikan secara simultan atau serempak berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Hasil uji secara parsial maka didapatkan
PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran secara parsial
berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Karangasem,
serta pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten
Karangasem.
Saran

Pemerintah perlu lebih memprihatikan terkait kemiskinan, PDRB,
pengangguran, dan pendidikan di Indonesia. Sinerginya informasi dan kebijakan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih
mengoptimalkan hasil yang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di
Indonesia. Pendidikan yang tercermin dari besarnya lulusan sekolah menengah
atas, sehingga diharapkan pemerintah di Kabupaten Karangasem kembali

menggalakan program pemberantasan putus sekolah supaya dapat menekan

618



kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Pengangguran berdasarkan hasil

penelitian berpengaruh positif terhadap kemiskinan, maka yang diharapkan

pemerintah lebih maksimalkan sector informal. Sehingga perlunya peningkatan

sector informal untuk menekan kemiskinan karena sektor informal merupakan

salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran.
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